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Abstract @ This study analyzes Teddy Indra Wijaya’'s
communication style and leadership as Cabinet Secretary
within the context of governmental political communication.
It employs a case study method with a qualitative descriptive
approach fo gain an in-depth understanding of
communication paftterns, leadership style, and the meanings
embedded in bureaucratic governance practices. The
theoretical concept used is Ramlan Surbakti’s theory of
legitimacy, which views legitimacy as public acceptance and
recognition of government authority, decisions, and policies.
Based on this framework, communication that is firm,
structured, and hierarchical is understood not only as a
mechanism for delivering instructions, but also as an effort
fo build work order, strengthen cabinet coordination, and
maintain public recognition of governmental authority. The
findings show that Teddy’s communication style fends fo be
bureaucratic and fop-down, with implications for political
message control, internal consolidation, and the formation of
an image of a responsive and controlled government. These
findings indicate that in strafegic office, political
communication serves as an Imporfant insfrument for
strengthening Iinstitutional legitimacy and maintaining
public trust in the government.

Keywords : Political Communication, Cabinet Secretary,
Public Legitimacy

Accepted: 27-08-2026

Abstrak : Penelitian ini menganalisis gaya komunikasi dan kepemimpinan Teddy Indra Wijaya sebagai
Sekretaris Kabinet dalam konteks komunikasi politik pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode
studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam pola komunikasi,
gaya kepemimpinan, dan makna tindakan yang muncul dalam praktik birokrasi pemerintahan. Konsep
teori yang digunakan adalah teori legitimasi Ramlan Surbakti, yang memandang legitimasi sebagai
penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan, keputusan, dan kebijakan pemerintah.
Berdasarkan kerangka tersebut, komunikasi yang tegas, terstruktur, dan hierarkis dipahami bukan hanya
sebagai mekanisme penyampaian instruksi, tetapi juga sebagai upaya membangun keteraturan kerja,
menguatkan koordinasi kabinet, serta menjaga pengakuan publik terhadap otoritas pemerintahan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa gaya komunikasi Teddy cenderung birokratis-top down dan berimplikasi
pada pengendalian pesan politik, konsolidasi internal, serta pembentukan citra pemerintahan yang
responsif dan terkendali. Temuan ini menegaskan bahwa dalam jabatan strategis, komunikasi politik
berperan sebagai instrumen penting dalam memperkuat legitimasi institusional dan menjaga
kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kata Kunci : Komunikasi Politik, Sekretaris Kabinet, Legitimasi Publik

PENDAHULUAN
Komunikasi politik dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu unsur
fundamental yang menentukan bagaimana kebijakan dirumuskan, dijelaskan, disebarluaskan, dan
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dipahami oleh publik. Dalam konteks pemerintahan modern, komunikasi tidak lagi hanya
dipandang sebagai medium penyampaian informasi, melainkan sebagai bagian dari mekanisme
kekuasaan yang membentuk legitimasi, memperkuat koordinasi institusional, dan memengaruhi
penerimaan masyarakat terhadap arah kebijakan negara.(Yusuf et al., 2026). Kualitas komunikasi
pejabat publik memiliki korelasi yang erat dengan efektivitas tata kelola pemerintahan, karena
setiap pesan yang disampaikan pada dasarnya merepresentasikan bukan hanya isi kebijakan, tetapi
juga karakter kepemimpinan yang melatarinya. Salah satu tipologi kepemimpinan yang relevan
untuk membaca karakter komunikasi pejabat publik adalah gaya kepemimpinan militeristik, yaitu
pola kepemimpinan yang menonjolkan sistem komando, ketegasan, kedisiplinan tinggi, kepatuhan
mutlak bawahan, serta komunikasi yang cenderung satu arah dan minim ruang bagi saran
maupun kritik karena pemimpin dengan gaya ini lebih banyak menggunakan sistem perintah,
bersikap otoriter, menuntut disiplin ketat dari bawahan, dan menjalankan komunikasi yang searah
(Ayu Rahma Yulia et al., 2025). Tipologi ini secara teoritis berbeda dari gaya demokratis maupun
paternalistik, meskipun dalam praktiknya ketiganya dapat berpadu dalam diri seorang pejabat,
tergantung konteks kelembagaan dan latar belakang kariernya.

Gaya komunikasi pejabat publik menjadi penting karena berhubungan langsung dengan
cara otoritas dijalankan di dalam struktur birokrasi. Dalam organisasi pemerintahan, komunikasi
yang jelas, tegas, dan terarah dapat menciptakan kepastian tindakan, mempercepat koordinasi,
serta mengurangi ambiguitas dalam pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, komunikasi yang
terlalu kaku dan satu arah sebagaimana ciri khas pendekatan militeristik berpotensi membatasi
dialog, mempersempit partisipasi, dan membentuk hubungan kerja yang sangat hierarkis. Karena
itu, gaya komunikasi pejabat tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai pilihan retoris,
melainkan sebagai ekspresi dari orientasi kepemimpinan dan cara kekuasaan dikelola dalam
praktik administratif.Posisi Sekretaris Kabinet memiliki signifikansi yang khusus dalam struktur
pemerintahan karena jabatan ini berada pada titik strategis antara pusat pengambilan keputusan
dan pelaksanaan kebijakan. Sekretaris Kabinet tidak hanya menjalankan fungsi koordinatif, tetapi
juga berperan dalam menyelaraskan jalannya kebijakan antar-aktor pemerintahan agar tetap
konsisten dengan arah presiden. Dalam posisi seperti ini, komunikasi yang dibangun menjadi
sangat menentukan karena setiap instruksi, penegasan, maupun klarifikasi yang disampaikan akan
memengaruhi ritme kerja birokrasi sekaligus membentuk citra pemerintah di mata publik. Dengan
kata lain, jabatan ini menuntut bukan hanya kecermatan administratif, tetapi juga kapasitas
komunikasi yang mampu menjaga efektivitas sekaligus legitimasi.(Teka, 2021)

Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet merupakan figur yang relevan untuk dikaji
dalam kerangka tersebut. Terutama karena latar belakang kariernya sebagai perwira militer aktif
lulusan akademi militer dan mantan anggota Komandan Pasukan Khusus (Kopassus) yang tetap
mempertahankan status keperwiraannya selama menjabat posisi sipil, birokratis ini sebuah kondisi
oleh sejumlah pihak dipandang sebagai bagian dari tren militerisasi dalam politik Indonesia. Publik
cenderung menangkap karakter pejabat bukan hanya dari jabatan yang diemban, tetapi juga dari
cara ia berbicara, memberi arahan, menata respon, dan membangun kedekatan simbolik dengan
audiens. Analisis terhadap Teddy Indra Wijaya perlu diarahkan pada bagaimana pola instruksi dan
komunikasinya dibentuk, bagaimana kepemimpinannya dijalankan, dan bagaimana keduanya
dimaknai dalam ruang publik.(Genesa et al., 2025)

Beberapa penelitian terdahulu telah menyinggung persoalan gaya kepemimpinan
militeristik maupun komunikasi politik pejabat, namun dengan fokus dan konteks yang berbeda.
Pertama (Djuyandi, 2023) menelusuri perkembangan peran militer dalam pemerintahan
Indonesia dan menemukan bahwa meskipun upaya profesionalisme terus didorong untuk
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mengurangi upaya profesionalisasi militer terus didorong untuk mengurangi keterlibatannya
dalam ranah politik-sipil, berbagai hambatan struktural masih membuat pengaruh militer tetap
bertahan dalam praktik pemerintahan, namun kajian ini bersifat makro historis dan belum
menyentuh level analisis komunikasi maupun pola instruksi seorang pejabat tertentu. Kedua
(Pebriawan et al., 2023) meneliti dominasi meneliti dominasi aktor militer di dalam struktur
birokrasi sipil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan menemukan bahwa kehadiran
figur-figur berlatar belakang militer dalam jabatan sipil tetap membawa pengaruh terhadap pola
kerja kelembagaan, meskipun lingkungan kerja tersebut secara formal tidak sekaku institusi
militer; temuan ini relevan sebagai pembanding karena menunjukkan adanya tarik-menarik
antara identitas militer dan tuntutan fungsi sipil-koordinatif, namun studi tersebut belum
menyasar aspek gaya komunikasi maupun persepsi publik. Ketiga (Bahri et al., 2024) memetakan
karakteristik kepemimpinan militeristik meliputi ketegasan dalam pengambilan keputusan, sistem
komando, kedisiplinan tinggi, serta minimnya pelibatan pendapat bawahan dalam situasi berisiko
tinggi sekaligus mengidentifikasi kelebihan dan kelemahannya baik dalam konteks militer maupun
non-militer; namun kajian tersebut masih bersifat konseptual melalui studi literatur dan belum
diterapkan pada studi kasus aktor pemerintahan tertentu.Sebagaimana disebutkan pada penelitian
lain, gaya komunikasi yang tegas dan terstruktur kerap diasosiasikan dengan efisiensi, kedisiplinan,
dan kejelasan arah kerja (Purba & Rozikin, 2025). Dalam birokrasi yang kompleks, karakter
semacam ini sering dianggap sebagai keunggulan karena dapat memperkuat ketertiban organisasi
dan mempercepat proses koordinasi. Akan tetapi, ketegasan yang berlebihan juga dapat
menimbulkan kesan dominasi, membatasi fleksibilitas, dan mengurangi ruang deliberasi di dalam
pemerintahan. Oleh sebab itu, penelitian mengenai gaya komunikasi dan kepemimpinan tidak
cukup berhenti pada identifikasi bentuk luarnya, melainkan harus menelaah bagaimana gaya
tersebut bekerja secara kontekstual, termasuk bagaimana ia diterima oleh aktor internal maupun
masyarakat luas.

Gap penelitian dari keempat tinjauan tersebut menunjukkan tiga celah utama. Pertama,
kajian Djuyandi (2023) dan Pebriawan et al. (2023) memperlihatkan bahwa pengaruh dan
identitas militer tetap bertahan ketika figur berlatar belakang militer menduduki posisi sipil-
birokratis, namun keduanya berhenti pada level analisis kelembagaan dan struktural belum masuk
ke ranah komunikasi personal seorang pejabat, apalagi pola instruksi yang ia jalankan sehari-hari
dalam berinteraksi dengan bawahan maupun publik. Kedua, kajian konseptual Bahri et al. (2024)
telah memetakan ciri-ciri kepemimpinan militeristik secara umum ketegasan, sistem komando,
dan minimnya pelibatan bawahan tetapi kajian ini bersifat teoritis-literatur dan belum diuji pada
studi kasus aktor pemerintahan nyata, sehingga belum diketahui bagaimana karakteristik tersebut
benar-benar termanifestasi dalam praktik komunikasi seorang pejabat tertentu. Ketiga, temuan
Purba dan Rozikin (2025) bahwa gaya komunikasi tegas dan terstruktur kerap diasosiasikan
dengan efisiensi dan kedisiplinan kerja birokrasi masih bersifat generalisasi lintas kasus, belum
menyasar secara spesifik pejabat yang sekaligus berstatus perwira aktif TNI sehingga pola
instruksinya berpotensi merupakan transfer langsung dari kultur komando militer ke ranah
komunikasi politik-birokratis sipil. Dengan kata lain, literatur yang ada baru menyentuh peran
militer di level struktur kelembagaan (Djuyandi, 2023; Pebriawan et al., 2023) atau tipologi
kepemimpinan militeristik secara konseptual (Bahri et al., 2024; Purba & Rozikin, 2025), tetapi
belum ada penelitian yang secara khusus membedah pola instruksi dan gaya komunikasi seorang
pejabat inti kabinet berlatar belakang militer aktif sebagai unit analisis, sekaligus mengaitkannya
dengan bagaimana pola tersebut dimaknai dan diterima oleh publik
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Novelty (kebaruan) penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini
menjembatani dua kutub kajian yang selama ini berjalan terpisah kajian struktural tentang peran
militer dalam birokrasi dan kajian konseptual tentang tipologi kepemimpinan militeristik dengan
menempatkan keduanya dalam satu studi kasus konkret, yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra
Wijaya, seorang perwira aktif TNI yang menduduki jabatan koordinatif sipil di pusat kekuasaan.
Kedua, penelitian ini menggeser unit analisis dari gaya komunikasi secara umum menjadi pola
instruksi yang lebih spesifik dan operasional, sehingga mampu menangkap bagaimana kultur
komando militer diterjemahkan ke dalam praktik komunikasi birokrasi sipil sehari~hari sesuatu
yang belum disentuh baik oleh kajian struktural maupun kajian tipologis sebelumnya. Ketiga,
penelitian ini mengangkat paradoks empiris yang belum banyak dijelaskan literatur, yaitu
bagaimana pola komunikasi yang secara teoritis bercorak militeristik (tegas, satu arah, berbasis
komando) justru dipersepsikan positif oleh publik di era digital, schingga penelitian ini
berkontribusi memperluas pemahaman tentang relasi antara ketegasan bergaya komando dan
legitimasi komunikasi pemerintahan, sekaligus menjadi jembatan konseptual antara studi
kepemimpinan militer, komunikasi politik, dan tata kelola birokrasi kontemporer di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus untuk
memahami secara mendalam gaya komunikasi dan kepemimpinan Teddy Indra Wijaya sebagai
Sekretaris Kabinet. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak diarahkan untuk mengukur
hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk menelaah makna, pola, dan karakter
komunikasi yang muncul dalam pelaksanaan fungsi koordinatif pemerintahan. Pendekatan
kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam,
holistik, dan kontekstual melalui pengumpulan data yang kaya dari berbagai sumber informasi.
(Assyakurrohim et al., 2022). Studi kasus dipandang sesuai karena objek yang diteliti bersifat
spesifik, kontekstual, dan terkait erat dengan praktik komunikasi politik dalam lingkup
pemerintahan presidensial. Fokus penelitian diarahkan pada karakteristik gaya komunikasi dan
kepemimpinan, alasan penggunaan pola komunikasi yang tegas dan terstruktur, serta implikasinya
terhadap efektivitas kerja kabinet dan persepsi positif publik.

Pada penelitian ini, studi kasus dipahami sebagai analisis atas fenomena yang dibatasi oleh
konteks tertentu, baik dari segi waktu, ruang, maupun karakteristik peristiwanya, sehingga
memungkinkan peneliti menguraikan keterkaitan antara aktor, peristiwa, dan makna secara lebih
komprehensif. Berdasarkan pengertian tersebut, pembahasan mengenai gaya komunikasi Teddy
Indra Wijaya dapat ditempatkan sebagai studi kasus komunikatif yang bersumber pada data media,
pernyataan resmi, serta respons publik di ruang digital, sehingga analisis tidak semata-mata
mendeskripsikan kejadian, melainkan juga menafsirkan bagaimana pesan dikonstruksi, dimaknai,
dan dihubungkan dengan legitimasi pemerintahan. Melalui pemanfaatan dokumentasi media
sebagai sumber utama yang kemudian diperkuat dengan pembacaan literatur akademik, penelitian
ini dapat menelaah kasus Teddy sebagai praktik komunikasi pemerintahan yang empiris, terukur,
dan relevan untuk menjelaskan relasi antara gaya komunikasi pejabat publik, pembentukan
makna, dan penerimaan sosial atas otoritas negara (Ruhainah & Wijaya, 2026).

Teori legitimasi bisa ditempatkan sebagai lensa analitis yang digunakan untuk membaca
data, bukan sebagai teori yang berdiri sendiri di luar proses pengumpulan data. Dalam penelitian
kualitatif, teori legitimasi dapat dijelaskan sebagai konsep yang membantu menafsirkan bagaimana
pesan, tindakan, dan pola komunikasi pejabat publik memperoleh pengakuan atau penerimaan
sosial dari publik, sehingga data dari media, pernyataan resmi, dan dokumen pendukung dianalisis
berdasarkan sejauh mana ia menunjukkan proses penguatan atau pelemahan legitimasi (Fadly,
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2024). Dengan demikian, teori legitimasi berfungsi untuk mengarahkan pembacaan terhadap
makna komunikasi Teddy Indra Wijaya, terutama dalam melihat bagaimana gaya kepemimpinan
dan pola penyampaian pesan berperan dalam membangun penerimaan publik terhadap otoritas
pemerintahan.

Objek penelitian ini adalah praktik komunikasi politik dan gaya kepemimpinan Teddy Indra
Wijaya dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Kabinet. Sumber data penelitian terdiri atas data
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui dokumen dan materi komunikasi resmi
yang berkaitan langsung dengan aktivitas Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet, seperti
pernyataan resmi, dokumentasi kegiatan, publikasi kelembagaan, dan bentuk komunikasi
institusional lainnya. Data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu,
serta pemberitaan media kredibel yang relevan dengan komunikasi politik, kepemimpinan
birokrasi, dan persepsi publik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi
pustaka agar fenomena yang diteliti dapat dipahami secara empiris sekaligus ditempatkan dalam
kerangka konseptual yang memadai.(Nilamsari, 2014)

Penelitian ini memanfaatkan data primer yang berasal dari pemberitaan media, pernyataan
resmi, serta dokumen pendukung yang merekam dinamika komunikasi Teddy Indra Wijaya dalam
konteks pemerintahan. Penggunaan data tersebut menempatkan penelitian pada orientasi analitis
yang kuat, sebab fokus kajian tidak diarahkan semata-mata pada deskripsi peristiwa, melainkan
pada penafsiran mendalam terhadap pola komunikasi, pilihan diksi, konstruksi pesan, dan
implikasi makna yang muncul dari setiap sumber data yang dianalisis. Dengan demikian, data
penelitian tidak diperlakukan sebagai informasi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai landasan
untuk membaca bagaimana gaya komunikasi dibentuk, dimaknai, dan dihubungkan dengan
legitimasi serta persepsi publik dalam ruang komunikasi pemerintahan digital.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan
data yang relevan dengan fokus penelitian, terutama yang berkaitan dengan pola komunikasi, gaya
kepemimpinan, bentuk instruksi, dan respons publik. Data yang telah dipilah kemudian disajikan
secara naratif-tematik untuk memudahkan penafsiran hubungan antar-temuan. Keabsahan data
dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan dokumen resmi, pemberitaan media,
dan literatur akademik agar hasil analisis tetap konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
Triangulasi sumber tidak seckadar membandingkan data dari beberapa sumber, tetapi menelusuri
konsistensi informasi melalui perbedaan waktu, alat, dan sudut pandang schingga peneliti dapat
menilai apakah suatu temuan benar-benar stabil, saling menguatkan, dan tidak bergantung pada
satu sumber tunggal. (Husnullail & Dkk, 2024). Melalui langkah tersebut, penelitian ini
diharapkan mampu menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai komunikasi dan
kepemimpinan Teddy Indra Wijaya dalam konteks pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Gaya Kepemimpinan Teddy Indra Wijaya dalam Komunikasi Politik

Kedudukan Sekretaris Kabinet dalam arsitektur pemerintahan menempatkan pejabat yang
mendudukinya pada titik yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan dukungan
terhadap pengelolaan manajemen kabinet, penyelarasan arah kebijakan, serta fasilitasi proses
pengambilan keputusan Presiden. Jabatan ini tidak memadai untuk dipahami semata-mata sebagai
fungsi administratif, melainkan harus dilihat sebagai simpul koordinatif yang menuntut
kecermatan komunikasi, ketegasan orientasi, dan kemampuan menjaga kesinambungan pesan di
lingkungan pemerintahan pusat. Dalam kerangka tersebut, gaya kepemimpinan Teddy Indra
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Wijaya dapat dibaca sebagai bentuk kepemimpinan yang menekankan ketertiban, kejelasan
instruksi, dan stabilitas alur kerja birokrasi. Corak kepemimpinan ini memperlihatkan bahwa
komunikasi tidak hanya bekerja sebagai medium penyampaian pesan, tetapi juga sebagai
perangkat untuk mengonsolidasikan kerja kelembagaan secara lebih efektif.

Karakteristik pertama yang menonjol dalam gaya kepemimpinan Teddy Indra Wijaya
adalah penekanan pada kejelasan orientasi kerja. Posisi Sekretaris Kabinet yang berhubungan
langsung dengan dukungan substansi kebijakan, pengelolaan agenda kabinet, serta tindak lanjut
proses pemerintahan menempatkan kejelasan arah sebagai kebutuhan yang mendasar. Dalam
birokrasi yang kompleks, kepemimpinan yang tidak dibangun di atas arah komunikasi yang jelas
cenderung membuka ruang bagi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu,
pola kepemimpinan Teddy dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap proses
komunikasi dalam kabinet tetap memiliki sasaran, prioritas, dan urutan tindakan yang terdefinisi
secara tegas.

Karakteristik kedua tercermin pada kuatnya orientasi terhadap keteraturan. Dalam konteks
kepemimpinan birokratis, keteraturan tidak hanya berkaitan dengan disiplin personal, tetapi juga
dengan kapasitas membangun sistem kerja yang konsisten dan dapat diikuti oleh unit-unit kerja
lainnya. Bagi Sekretaris Kabinet, keteraturan menjadi elemen yang sangat penting karena fungsi
kelembagaannya tidak berhenti pada penyampaian informasi, melainkan meluas pada pengelolaan
alur keputusan, penataan agenda, dan sinkronisasi tindak lanjut kebijakan. Keteraturan tidak
hanya berfungsi sebagai prinsip administrasi, tetapi menjadi perangkat kerja untuk memastikan
setiap keputusan Presiden bergerak melalui alur koordinasi yang tertata, setiap agenda
pemerintahan tersusun secara sistematis, dan setiap tindak lanjut kebijakan dapat dipantau hingga
pada tahap implementasi (Susanto, 2019). Dalam konteks ini, Sekretariat Kabinet menjalankan
peran debottlenecking, koordinasi antarlembaga, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan agar
arahan Presiden tidak berhenti pada level keputusan, melainkan berlanjut menjadi tindakan yang
konsisten di kementerian dan lembaga terkait. Dengan demikian, gaya kepemimpinan Teddy Indra
Wijaya dapat dipahami sebagai pola kepemimpinan yang menempatkan keteraturan sebagai
fondasi utama dalam menjaga stabilitas kerja kabinet.

Menurut Teddy Indra Wijaya memperlihatkan karakter kepemimpinan yang adaptif,
tanggap, dan strategis dalam komunikasi politik. Hal tersebut tercermin dari berbagai pemberitaan
yang menggambarkan kemampuannya merespons pertanyaan media secara tenang, runtut, dan
terarah, sekaligus menempatkannya sebagai figur yang mampu menyesuaikan pola komunikasi
dengan tuntutan ruang publik digital. Dalam kerangka ini, komunikasi yang dibangun tidak hanya
berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana pengelolaan pesan
yang berkontribusi pada konsistensi narasi pemerintahan dan penguatan posisi kelembagaan di
mata publik (Merdeka, 2026).

Menurut (Wakik, 2026), gaya kepemimpinan Teddy juga kerap dipahami memiliki
orientasi humanis melalui kecenderungannya untuk hadir langsung di tengah masyarakat dan
menjangkau akar rumput. Pola tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang dijalankan tidak
sepenuhnya berjarak secara birokratis, melainkan berusaha menghadirkan kedekatan, keakraban,
dan keterhubungan emosional dengan publik. Dengan demikian, karakter kepemimpinan Teddy
dalam komunikasi politik dapat dipahami sebagai perpaduan antara pengendalian narasi,
kedekatan simbolik, dan pembentukan citra pemerintahan yang lebih terbuka serta komunikatif.

Gaya komunikasi yang ringkas, langsung, dan tidak bertele-~tele menunjukkan bahwa
kepemimpinan yang dijalankan bertumpu pada kepraktisan birokratis. (Carcia et al., 2025). Dalam
komunikasi pemerintahan, pesan yang terlalu panjang cenderung membuka ruang tafsir yang
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lebih luas, sedangkan pesan yang terlalu longgar berisiko menghambat tindak lanjut karena tidak
segera terbaca sebagai arahan yang operasional. Atas dasar itu, komunikasi yang padat dan terarah
tidak semata-mata berkaitan dengan selera gaya, tetapi merupakan bagian dari strategi
kepemimpinan untuk menjaga agar pesan tetap efektif, mudah dipahami, dan cepat direspons oleh
struktur birokrasi.

Karakteristik gaya kepemimpinan Teddy Indra Wijaya dapat ditafsirkan sebagai bentuk
komunikasi politik yang tidak hanya menekankan kedekatan dengan publik, tetapi juga
memperlihatkan kapasitas untuk membangun penerimaan terhadap otoritas yang dijalankan.
Dalam kerangka konsep teori legitimasi (Surbakti, 1992), pola komunikasi yang ringkas, langsung,
responsif, dan terarah menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak semata-mata bertumpu pada
legitimasi formal, melainkan juga pada sejauh mana pesan dan tindakan pemimpin memperoleh
pengakuan sosial dari publik. Dengan demikian, gaya komunikasi yang adaptif dan humanis
tersebut menghadirkan kesan bahwa otoritas yang dijalankan memiliki dasar penerimaan yang
kuat, karena publik tidak hanya menilai aspek kewenangan formal, tetapi juga menimbang
kesesuaian antara praktik kepemimpinan dan ekspektasi terhadap pejabat pemerintahan yang
efektif, komunikatif, serta dapat dipercaya. Oleh karena itu, karakteristik kepemimpinan Teddy
dalam komunikasi politik dapat dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan legitimasi, di
mana efektivitas komunikasi berkontribusi terhadap penguatan pengakuan publik atas posisi dan
perannya dalam struktur pemerintahan.

Karakteristik lain yang dapat diamati adalah adanya kecenderungan kuat pada
pengendalian pesan. Pada jabatan yang berada dekat dengan pusat pengambilan keputusan,
pengendalian pesan memiliki arti penting karena setiap pernyataan, klarifikasi, maupun informasi
yang disampaikan berpotensi membentuk persepsi mengenai arah pemerintah. Pengendalian pesan
dalam konteks kontrukdi persepsi publik tidak cukup dimaknai sebagai pembatasan arus
komunikasi, tetapi harus dipahami sebagai kemampuan mengatur titik tekan, memilih substansi
yang relevan, dan menempatkan informasi secara proporsional sesuai kebutuhan kelembagaan
(Artis, 2011). Dengan demikian, gaya kepemimpinan Teddy Indra Wijaya memperlihatkan adanya
kesadaran bahwa komunikasi politik tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga konsistensi posisi
pemerintah di mata internal birokrasi maupun publik.

Gaya kepemimpinan Sekretariat Kabinet memperlihatkan penekanan pada responsivitas.
Sekretaris Kabinet tidak hanya bekerja dalam ranah penyusunan agenda dan dukungan teknis,
tetapi juga pada kebutuhan untuk memastikan bahwa jalannya kebijakan dapat dikawal melalui
komunikasi yang cepat, relevan, dan terarah (Azel et al., 2026). Responsivitas ini tidak identik
dengan komunikasi yang semata-mata aktif secara permukaan, melainkan menunjuk pada
kemampuan menjawab kebutuhan koordinasi secara tepat waktu dan sesuai konteks. Dalam
pemerintahan yang ditandai oleh perputaran informasi yang cepat, keterlambatan respons dapat
menciptakan kesan lemahnya koordinasi atau kaburnya arah kebijakan. Pola kepemimpinan Teddy
menunjukkan kecenderungan untuk menjaga tempo kerja yang sigap tanpa kehilangan kendali
atas substansi pesan.

Karakteristik kepemimpinan Teddy Indra Wijaya juga dapat dibaca melalui relasinya
dengan fungsi institusional Sekretariat Kabinet sebagai lembaga yang memberikan dukungan
manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden. Fungsi ini menunjukkan bahwa
pemimpin pada posisi tersebut harus mampu Dbertindak tidak hanya sebagai pelaksana
administratif, tetapi juga sebagai penghubung strategis antara kebutuhan politik di tingkat atas dan
pelaksanaan birokratis di tingkat operasional. Karena itu, jenis kepemimpinan yang dibutuhkan
bukanlah kepemimpinan yang ekspresif secara berlebihan, melainkan kepemimpinan yang
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mampu menata relasi kerja, menjaga ritme koordinasi, dan memastikan bahwa kebijakan dapat
diteruskan ke dalam mekanisme pemerintahan dengan hambatan seminimal mungkin. Dalam
pengertian ini, gaya Teddy lebih dekat pada kepemimpinan fungsional yang mengutamakan
efisiensi hubungan kerja.

Aspek lain yang menonjol adalah bahwa kepemimpinan Teddy tampak tidak mengandalkan
personalisasi secara berlebihan. Dalam banyak praktik komunikasi politik, figur pejabat publik
kerap membangun pengaruh melalui penonjolan persona yang dominan. Akan tetapi, dalam
konteks Sekretaris Kabinet, kepemimpinan yang terlalu bertumpu pada personalisasi justru
berpotensi menggeser fokus dari fungsi kelembagaan kepada figur individual. Corak
kepemimpinan Teddy justru tampak lebih menegaskan fungsi jabatan daripada menampilkan diri
secara berlebihan sebagai pusat perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan
kepemimpinannya lebih banyak dibangun melalui efektivitas fungsi, ketertiban komunikasi, dan
kemampuan menjalankan mandat institusional secara konsisten.

Gaya kepemimpinan Sekretariat Kabinet sekarang dapat dikatakan bahwa otoritas tidak
selalu dibangun melalui retorika yang luas atau ekspresi simbolik yang mencolok, tetapi dapat pula
dibentuk melalui konsistensi, kepastian arah, dan kemampuan menjaga disiplin makna. Otoritas
pada kasus ini cenderung lebih kuat dalam konteks birokrasi karena tidak bergantung pada
popularitas sesaat, melainkan pada keterandalan proses kerja. Kepemimpinan Teddy Indra Wijaya
dalam komunikasi politik memperlihatkan model otoritas yang bekerja melalui kejelasan
prosedural dan kepastian koordinasi (Cahyono, 2026). Model tersebut menjadi penting karena
pemerintahan modern tidak hanya membutuhkan figur yang tampak aktif, tetapi juga figur yang
mampu memastikan bahwa aktivitas pemerintahan tetap berjalan dalam kerangka yang stabil dan
dapat dipertanggungjawabkan.

Bahasa dan gaya kepemimpinan Teddy memperlihatkan hubungan yang erat antara
komunikasi dan legitimasi institusional. Dalam jabatan yang sangat dekat dengan Presiden, setiap
bentuk komunikasi akan dibaca bukan hanya sebagai pernyataan pejabat, tetapi juga sebagai
indikator mengenai seberapa tertib, siap, dan terkendalinya kerja pemerintah. Oleh karena itu,
kepemimpinan yang mampu menjaga komunikasi tetap konsisten secara tidak langsung berperan
dalam membangun legitimasi kelembagaan. Teddy Indra Wijaya tampak menempatkan
komunikasi sebagai bagian dari upaya mempertahankan kepercayaan terhadap kapasitas
pemerintah dalam mengelola kebijakan dan agenda pemerintahan.

Kepemimpinan yang menekankan kejelasan, keteraturan, dan pengendalian pesan pada
akhirnya menunjukkan bahwa komunikasi politik dalam jabatan Sekretaris Kabinet tidak dapat
dipahami sebagai pelengkap administratif semata. Komunikasi justru merupakan elemen inti yang
menghubungkan keputusan politik dengan ritme kerja birokrasi. Dalam hal ini, gaya
kepemimpinan Teddy Indra Wijaya memperlihatkan bahwa efektivitas pejabat publik tidak hanya
ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan mengelola
komunikasi sebagai instrumen koordinasi, stabilisasi, dan penegasan arah pemerintahan. Dari
keseluruhan karakteristik tersebut, dapat dipahami bahwa kepemimpinan Teddy cenderung
bergerak dalam corak birokratis-strategis yang tegas, terukur, dan berorientasi pada efektivitas
kelembagaan. Secara keseluruhan, karakteristik gaya kepemimpinan Teddy Indra Wijaya dalam
komunikasi politik menunjukkan perpaduan antara disiplin birokratis, responsivitas koordinatif,
dan kontrol terhadap arah komunikasi pemerintahan. Kepemimpinan semacam ini lahir dari
kebutuhan jabatan yang menuntut presisi, stabilitas, dan kecepatan, sekaligus dari tuntutan ruang
publik yang membutuhkan kejelasan sikap dan konsistensi pesan. Dengan demikian, karakteristik
kepemimpinan Teddy tidak hanya relevan dipahami sebagai gaya personal, tetapi juga sebagai
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refleksi dari kebutuhan institusional Sekretaris Kabinet dalam menjaga keteraturan pemerintahan
di tingkat pusat.

Alasan Penggunaan Pendekatan Komunikasi yang Tegas dan Terstruktur

Pendekatan komunikasi yang tegas dan terstruktur pada dasarnya berkaitan erat dengan
karakter objektif jabatan pendamping pemimpin. Sekretariat Kabinet merupakan lembaga yang
memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden,
dengan ruang lingkup kerja yang mencakup pengkajian kebijakan, pemberian rekomendasi,
penyelesaian hambatan pelaksanaan program pemerintah, pemantauan, evaluasi, pengendalian,
serta hubungan kemasyarakatan. Ruang lingkup kerja yang demikian menuntut pola komunikasi
yang tidak longgar dan tidak terlalu improvisasional. Setiap pesan yang disampaikan harus
memiliki kejelasan arah karena berkaitan langsung dengan ritme koordinasi pemerintahan.

Dalam sejumlah pemberitaan media konvensional (Akashi, 2024), penunjukan Teddy Indra
Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet turut dikaitkan dengan fungsi lembaga yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yakni memberikan dukungan pengelolaan
manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden. Media juga menyoroti bahwa fungsi
tersebut berkaitan dengan koordinasi kebijakan, penataan komunikasi antarlembaga, serta
tanggung jawab administratif yang menuntut ketepatan informasi dan kejelasan arah kebijakan.
Dalam konteks itu, gaya komunikasi yang tegas dan terstruktur menjadi relevan karena jabatan
Sekretaris Kabinet bekerja dalam ruang koordinasi yang sensitif terhadap ketepatan pesan,
pengendalian informasi, dan tindak lanjut kebijakan pemerintah. Dengan demikian, data media
konvensional menunjukkan bahwa pola komunikasi pada jabatan ini tidak dapat dilepaskan dari
tuntutan efektivitas birokratis, karena setiap pesan yang disampaikan berhubungan langsung
dengan ritme kerja pemerintahan dan persepsi publik terhadap konsistensi otoritas eksekutif.

Pola komunikasi yang tegas dan terstruktur dapat dipahami sebagai salah satu syarat bagi
berjalannya legitimasi birokratis. Dalam struktur pemerintahan, otoritas tidak hanya bertumpu
pada kedudukan formal, tetapi juga pada kejelasan aturan, pembagian tugas, serta kepastian alur
kerja yang memungkinkan pesan kebijakan diterima sebagai sesuatu yang sah dan dapat
dijalankan secara efektif. Dalam kerangka teori legitimasi, komunikasi yang tersusun secara jelas
berperan memperkuat penerimaan, baik di tingkat publik maupun internal organisasi, karena
pesan yang disampaikan dipersepsi memiliki dasar kewenangan yang masuk akal, konsisten, dan
mampu menopang efektivitas tindakan pemerintah. Dengan demikian, gaya komunikasi yang
terstruktur tidak semata-mata merefleksikan karakter jabatan, melainkan juga berfungsi sebagai
mekanisme pembentuk legitimasi yang menjaga kepercayaan terhadap konsistensi otoritas
eksekutif (Miranti & Alontari, 2025).

Implementasi kebijakan publik yang melibatkan banyak aktor menuntut koordinasi yang
jelas, komunikasi yang intensif, serta pembagian peran yang tegas agar tidak terjadi tumpang
tindih program dan ketidaksinkronan pelaksanaan (Tenri et al., 2026). Dalam struktur
pemerintahan, satu informasi yang tidak dirumuskan secara jelas berpotensi menimbulkan
perbedaan penafsiran yang kemudian memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Pendekatan
komunikasi yang tegas menjadi penting untuk meminimalkan ambiguitas dan memastikan bahwa
setiap aktor birokrasi memahami posisi, tugas, dan arah tindak lanjut secara relatif sama. Dalam
birokrasi publik, komunikasi yang cerdas dan jelas diperlukan agar pesan kebijakan tidak
menimbulkan multi-tafsir, sebab kualitas komunikasi berpengaruh langsung pada keberhasilan
implementasi dan koordinasi kerja antarpelaksana (Dewi, 2011).

Pendekatan komunikasi yang terstruktur dibutuhkan karena Sekretaris Kabinet tidak hanya
berhadapan dengan kebutuhan koordinasi internal, tetapi juga dengan kebutuhan menjaga

Pendekatan Militeristik Dalam Komunikasi Politik: Studi Kasus Gaya Kepemimpinan Dan Pola... | 2907



Putri Disa K. et al. 10.55681/seikat.v5i4.3190

keterbacaan arah pemerintah di ruang publik. Pemerintahan modern bergerak di tengah arus
informasi yang cepat, padat, dan sering kali dipenuhi oleh tafsir yang saling bersaing. Komunikasi
yang tidak memiliki pola yang jelas justru dapat memperlebar ruang spekulasi dan menurunkan
kejelasan posisi pemerintah. Struktur komunikasi yang rapi karena itu menjadi penting agar
informasi resmi tetap memiliki bobot sebagai rujukan utama dalam membaca kebijakan
pemerintah (Fauzy, 2026).

Pendekatan komunikasi yang tegas juga berhubungan dengan kebutuhan menjaga
sinkronisasi pesan antaraktor pemerintahan. Narasi kebijakan tidak hanya hidup pada satu
lembaga, tetapi bergerak melalui kementerian, lembaga, kantor kepresidenan, dan berbagai kanal
komunikasi publik. Ketiadaan titik penegasan yang cukup kuat dapat menyebabkan pesan
kebijakan terpecah ke dalam banyak versi yang tidak sepenuhnya sejalan (Kustiman, 2026). Peran
komunikasi yang tegas menjadi relevan untuk mengonsolidasikan arah pesan agar tidak
berkembang menjadi perbedaan interpretasi yang mengganggu efektivitas pemerintah. Pola
semacam ini menunjukkan bahwa komunikasi digunakan sebagai alat konsolidasi, bukan sekadar
alat penyampaian informasi.

Pilihan terhadap komunikasi yang tegas dan terstruktur juga dapat dipahami sebagai
respons terhadap tuntutan kecepatan dalam pemerintahan. Proses pemerintahan tidak hanya
menuntut ketepatan keputusan, tetapi juga kecepatan dalam penyaluran instruksi dan penjelasan
kebijakan. Komunikasi yang terlalu panjang, terlalu normatif, atau terlalu berhati-hati sering kali
menghambat respons institusional. Komunikasi yang padat, terarah, dan operasional justru lebih
memungkinkan proses tindak lanjut berlangsung secara cepat. Ketegasan komunikasi dengan
demikian memiliki fungsi praktis dalam mempercepat alur keputusan dari tingkat kebijakan ke
tingkat pelaksanaan (Kustiman, 2026).

Penggunaan pendekatan yang tegas dan terstruktur memiliki relevansi tinggi dalam
komunikasi digital. Pengamat komunikasi digital menilai bahwa aktivitas Teddy Indra Wijaya di
media sosial bukan sekadar kehadiran personal, tetapi bagian dari strategi komunikasi publik yang
sistematis untuk melakukan klarifikasi isu, merespons informasi yang beredar, dan menjaga
keterbukaan di tengah banjir informasi. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang
cepat dan jelas diperlukan untuk meredam spekulasi sebelum berkembang menjadi persepsi negatif
yang lebih luas. Ketegasan komunikasi di ruang digital pada akhirnya bukan hanya soal gaya
berbicara, tetapi tentang kemampuan menjaga ritme komunikasi pemerintah dalam medan opini
yang berubah sangat cepat.

Pendekatan tersebut juga berkaitan dengan fungsi protektif terhadap otoritas Presiden.
Menurut pengamat, keberadaan Teddy di garis depan dalam melakukan klarifikasi, bantahan, dan
respons terhadap polemik membuat Presiden dapat tetap tampil sebagai pemimpin simbolik yang
tenang dan strategis di tengah dinamika ruang publik. Pembacaan seperti ini menunjukkan bahwa
komunikasi yang tegas dan terstruktur berfungsi sebagai lapisan pelindung institusional. Ketegasan
komunikasi bukan hanya dipakai untuk menyeragamkan pesan birokrasi, tetapi juga untuk
menjaga agar otoritas tertinggi negara tidak terseret terlalu jauh ke dalam polemik teknis yang
berkembang sehari-hari di ruang publik digital.

Tuntutan terhadap stabilitas informasi nasional juga menjelaskan penggunaan pendekatan
komunikasi yang tegas dan terstruktur. Ruang publik sangat mudah dipengaruhi oleh hoaks, opini
sepihak, dan distorsi informasi, sehingga pejabat yang berada dekat dengan pusat kekuasaan
dituntut menghadirkan komunikasi yang mampu menenangkan, menjelaskan, dan menegaskan
posisi pemerintah. Pendekatan komunikasi yang tegas dan terstruktur dapat dibaca sebagai upaya
menghadirkan kestabilan tafsir di tengah lingkungan informasi yang fluktuatif. Komunikasi seperti
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ini tidak hanya penting bagi birokrasi, tetapi juga bagi pemeliharaan kepercayaan publik terhadap
kemampuan pemerintah dalam mengendalikan arah informasi kebijakan.

Pendekatan yang digunakan Teddy Indra Wijaya juga menunjukkan penyesuaian terhadap
karakter audiens kontemporer. Penilaian pengamat menyebut bahwa gaya komunikasinya lebih
cair namun tetap berbobot, serta relevan dengan perubahan perilaku audiens digital, terutama
kelompok muda yang mendominasi ruang media saat ini. Keadaan ini memperlihatkan bahwa
komunikasi yang tegas tidak identik dengan komunikasi yang kaku. Struktur komunikasi yang kuat
justru dapat dipadukan dengan cara penyampaian yang adaptif, sehingga pesan tetap dapat
diterima tanpa kehilangan wibawa institusionalnya. Ketegasan dan adaptivitas karena itu tidak
perlu diposisikan sebagai dua unsur yang saling bertentangan.

Perspektif kelembagaan memperlihatkan bahwa penggunaan pendekatan komunikasi yang
tegas dan terstruktur menunjukkan posisi komunikasi sebagai bagian dari manajemen
pemerintahan. Komunikasi tidak lagi ditempatkan sebagai unsur tambahan setelah kebijakan
dibuat, melainkan sebagai instrumen yang menyertai proses kebijakan sejak awal, baik dalam
koordinasi internal maupun dalam penyampaian kepada masyarakat (Wardhana, 2026). Gaya
komunikasi yang digunakan Teddy dapat dipahami sebagai refleksi dari cara Sekretariat Kabinet
bekerja, yaitu menempatkan ketepatan pesan sebagai bagian dari efektivitas kebijakan. Pendekatan
semacam ini menguatkan gagasan bahwa dalam pemerintahan modern, kebijakan dan komunikasi
saling menentukan dalam praktiknya.

Pendekatan komunikasi yang tegas juga mencerminkan kebutuhan untuk menjaga
kredibilitas institusi. Komunikasi pemerintah yang tidak konsisten cenderung melahirkan kesan
ketidakpastian, lemahnya koordinasi, atau bahkan keraguan dalam arah kebijakan. Komunikasi
yang jelas, cepat, dan stabil justru memberi kesan bahwa pemerintah memahami persoalan dan
memiliki kendali atas situasi. Pilihan Teddy Indra Wijaya terhadap komunikasi yang tegas dapat
dibaca sebagai usaha mempertahankan kepercayaan terhadap kapasitas kelembagaan. Ketegasan
komunikasi pada akhirnya tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga secara simbolik dalam
membangun persepsi tentang pemerintahan yang tertata dan dapat diandalkan.

Pendekatan komunikasi yang tegas dan terstruktur oleh Teddy Indra Wijaya lahir dari
perpaduan antara tuntutan jabatan, kebutuhan koordinasi birokrasi, dinamika ruang publik, dan
keharusan menjaga legitimasi pemerintah. Pendekatan tersebut bukan sekadar ekspresi personal,
melainkan konsekuensi dari posisi strategis Sekretaris Kabinet yang harus memastikan bahwa
kebijakan tidak hanya dibuat, tetapi juga dipahami, dijalankan, dan diterima secara tepat.
Komunikasi dalam pengertian ini menjadi bagian dari rasionalitas kelembagaan yang dibutuhkan
untuk menjaga efektivitas, kestabilan, dan kejelasan arah pemerintahan.

Implikasi Gaya Kepemimpinan dan Pola Instruksi terhadap Kinerja dan Iklim Kerja Kabinet

Gaya kepemimpinan dan pola instruksi yang dijalankan Teddy Indra Wijaya memiliki
implikasi langsung terhadap efektivitas kerja di lingkungan kabinet. namun implikasi ini perlu
dibaca bukan sekadar sebagai hasil "instruksi yang jelas menghasilkan kerja yang rapi", melainkan
sebagai konsekuensi dari transfer logika komando militer ke dalam struktur birokrasi sipil yang
berbasis koordinasi lintas lembaga. Dalam struktur pemerintahan yang bertumpu pada koordinasi
lintas lembaga, kejelasan instruksi merupakan unsur yang menentukan cepat atau lambatnya
tindak lanjut kebijakan. Pola komunikasi yang tegas, ringkas, dan terarah memungkinkan setiap
unit birokrasi membaca prioritas secara lebih pasti. Kondisi tersebut mendorong proses kerja yang
lebih efisien karena jalur koordinasi tidak terlalu banyak dibebani oleh ambiguitas penafsiran
(Monalisa, 2025). Yang membedakan pola ini dari sekadar komunikasi yang baik secara umum
adalah asal-usulnya: ketegasan dan keringkasan tersebut sejalan dengan karakteristik
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kepemimpinan militeristik yang telah dibahas pada bagian sebelumnya sistem komando, orientasi
hasil, dan minimnya ruang negosiasi makna. Artinya, efisiensi koordinasi yang tercipta bukan
semata produk gaya personal, melainkan indikasi bahwa kultur komando dari latar belakang
militer Teddy secara fungsional dapat dipindahkan ke dalam mekanisme kerja birokrasi sipil tanpa
kehilangan daya gunanya.

Kejelasan instruksi memengaruhi pembentukan ritme kerja kabinet. Ketika arahan
disampaikan secara operasional dan tidak berputar-putar, pelaksana kebijakan memperoleh
kepastian mengenai apa yang harus dilakukan, dalam urutan seperti apa pekerjaan perlu
dijalankan, dan sasaran apa yang hendak dicapai. Pola semacam ini mengurangi kemungkinan
terjadinya tumpang tindih pelaksanaan antarunit kerja. Iklim kerja yang kemudian terbentuk
cenderung lebih tertib karena masing-masing unsur birokrasi memiliki batas peran yang lebih
terbaca. Namun, jika ditelaah lebih kritis, kepastian semacam ini sesungguhnya menyimpan trade-
off yang telah diantisipasi dalam kajian tipologi kepemimpinan militeristik: semakin tinggi
kejelasan dan ketegasan arahan, semakin kecil ruang bagi unit pelaksana untuk memberi masukan
atau menafsirkan ulang kebijakan sesuai konteks lokal mereka. Dengan kata lain, efisiensi yang
tampak pada permukaan berpotensi ditopang oleh penyempitan ruang deliberasi internalsebuah
konsekuensi yang secara struktural konsisten dengan karakter komunikasi satu arah pada gaya
militeristik, meskipun dalam kasus ini belum tampak menimbulkan resistensi terbuka dari jajaran
birokrasi.

Karakter komunikasi yang terstruktur mendorong terbentuknya pola kerja yang
berorientasi pada hasil. Dalam birokrasi, efektivitas tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak
aktivitas yang dilakukan, tetapi oleh seberapa tepat aktivitas tersebut diarahkan kepada tujuan yang
telah ditetapkan. Komunikasi yang lugas memudahkan penyelarasan antara arahan pimpinan dan
eksekusi pada tingkat pelaksana. Keadaan ini menjadikan energi organisasi lebih terkonsentrasi
pada penyelesaian tugas dibandingkan pada proses menafsir ulang instruksi yang kurang jelas.

Gaya kepemimpinan Sekretariat Kabinet Teddy memberikan dampak pada disiplin
organisasi. Ketegasan komunikasi pada dasarnya membentuk batas yang lebih pasti mengenai
standar kerja, tanggung jawab, dan ekspektasi kelembagaan. Dalam lingkungan kabinet yang
menuntut ketelitian serta respons cepat, disiplin tidak hanya berkaitan dengan etos personal, tetapi
menjadi bagian dari syarat kerja institusional. Pola instruksi yang konsisten mendorong
terbentuknya kebiasaan kerja yang lebih terukur dan lebih mudah dikendalikan dalam skema
koordinasi besar pemerintahan.Iklim komunikasi organisasi yang positif berkontribusi signifikan
terhadap terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan harmonis (Harianja et al., 2025). tetapi
perlu digarisbawahi bahwa "harmoni" dalam konteks ini kemungkinan besar bersifat harmoni
prosedural kepatuhan pada jalur kerja yang sah dan terukur bukan harmoni deliberatif yang lahir
dari partisipasi aktif bawahan dalam perumusan arah kebijakan. Perbedaan ini penting karena
keduanya menghasilkan stabilitas kerja yang tampak serupa dari luar, namun bertumpu pada
mekanisme kekuasaan yang berbeda: satu berbasis kesepakatan bersama, satu lagi berbasis
kejelasan otoritas dari atas.

Dampak terhadap disiplin organisasi juga perlu dibaca sebagai bagian dari logika yang
sama. Ketegasan komunikasi membentuk batas yang lebih pasti mengenai standar kerja, tanggung
jawab, dan ekspektasi kelembagaan, dan dalam lingkungan kabinet yang menuntut ketelitian serta
respons cepat, disiplin menjadi bagian dari syarat kerja institusional, bukan sekadar etos personal.
Pola instruksi yang konsisten mendorong terbentuknya kebiasaan kerja yang lebih terukur dan
lebih mudah dikendalikan dalam skema koordinasi besar pemerintahan. Ketika bawahan
memandang kepemimpinan semacam ini sebagai bentuk kontrol yang dapat diprediksi (Nurdin,
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2020), yang sesungguhnya terjadi adalah pertukaran implisit antara otonomi interpretatif dengan
kepastian psikologis bawahan melepas ruang untuk menafsirkan ulang instruksi, namun sebagai
gantinya memperoleh kejelasan arah yang mengurangi beban kognitif dan tekanan administratif-
politik. Pertukaran ini menjelaskan mengapa gaya komando yang secara teoritis rawan dibaca
sebagai dominasi justru dapat diterima secara internal, sepanjang kepastian yang dihasilkan
dirasakan lebih bernilai dibanding kebebasan interpretasi yang hilang.

Pola komunikasi yang kuat turut memengaruhi pengelolaan persepsi internal dalam
birokrasi. Ketika pejabat pada posisi strategis menunjukkan kejelasan, konsistensi, dan ketepatan
dalam menyampaikan arahan, bawahan cenderung memandang kepemimpinan tersebut sebagai
bentuk kontrol yang dapat diprediksi (Nurdin, 2020). Kontrol yang dapat diprediksi memberikan
rasa kepastian dalam bekerja karena bawahan tidak perlu terus-menerus menebak arah kebijakan
atau maksud pimpinan. Situasi semacam ini penting dalam organisasi pemerintahan karena
kepastian arah sering menjadi faktor penentu stabilitas psikologis kerja di tengah tekanan
administratif dan politik . Ruang publik memperlihatkan bahwa pola komunikasi Teddy Indra
Wijaya juga membentuk kesan positif terhadap cara pemerintah bekerja. Pengamat komunikasi
digital menilai bahwa komunikasi Teddy yang responsif dan cepat dalam menanggapi isu yang
beredar di media sosial mampu mengurangi kerisauan masyarakat dan membangun persepsi
bahwa pemerintah hadir dengan respons yang jelas serta tepat waktu. Penilaian ini menunjukkan
bahwa implikasi komunikasi tidak berhenti pada ranah internal birokrasi, tetapi meluas ke wilayah
persepsi sosial yang lebih luas. Ketika publik melihat adanya kejelasan sikap dan kecepatan respons,
pemerintah cenderung dipandang lebih siap dan lebih terkendali.

Persepsi positif lain muncul dari penilaian bahwa komunikasi Teddy bersifat sederhana dan
jujur. Hendri Satrio menilai komunikasi publik Teddy efektif justru karena tidak dipenuhi pidato
yang panjang dan tidak dibebani klaim berlebihan, tetapi dibangun melalui kehadiran langsung
serta pernyataan singkat yang bertumpu pada pengamatan lapangan. Pola komunikasi seperti ini
memberikan implikasi penting terhadap citra pejabat publik karena publik cenderung lebih mudah
menerima pesan yang terasa alami, langsung, dan tidak terlalu artifisial. Kesederhanaan
komunikasi dalam pengertian ini bukanlah kedangkalan, melainkan kemampuan menyampaikan
substansi tanpa kehilangan kesan otentik.

Kinerja institusional Setkab juga tampak berkaitan dengan pola komunikasi yang dibangun.
Sekretariat Kabinet disebut berhasil masuk tiga besar lembaga pemerintah dengan kinerja terbaik
berdasarkan persepsi publik dalam survei Cyrus Network pada April 2026 dengan skor 86,3
persen, dan peneliti utama survei tersebut menyebut komunikasi publik yang dijalankan Teddy
sebagai salah satu faktor penting di balik peningkatan itu (Lantara, 2026). Temuan tersebut
memperlihatkan bahwa komunikasi publik tidak dapat dipisahkan dari kinerja kelembagaan. Tata
kelola yang rapi dan penyampaian kebijakan yang jelas pada akhirnya saling menguatkan dalam
membentuk kepercayaan publik terhadap institusi.

Implikasi gaya kepemimpinan dan pola instruksi Teddy Indra Wijaya dapat ditafsirkan
melalui keterkaitan antara efektivitas birokrasi dan legitimasi pemerintahan. Sejumlah
pemberitaan memperlihatkan bahwa Teddy diposisikan sebagai figur yang menguatkan praktik
empathetic governance melalui kedekatannya dengan masyarakat, termasuk melalui langkah
turun langsung ke akar rumput, yang pada gilirannya membentuk citra komunikasi pemerintahan
yang lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada keterhubungan sosial. Komunikasi publik
Istana di bawah koordinasinya tampil lebih solid, responsif, dan kredibel, sehingga
memperlihatkan adanya upaya penataan narasi yang terstruktur di lingkungan pemerintahan
(Rassat, 2025). Dalam kerangka tersebut, komunikasi pejabat publik tidak lagi sekadar dipahami
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sebagai medium penyampaian informasi, melainkan sebagai mekanisme institusional yang
menghasilkan persepsi mengenai keteraturan, konsistensi, dan kendali atas jalannya
pemerintahan. Ketika komunikasi disusun secara terarah, stabil, dan meyakinkan, publik
cenderung menangkap adanya kesatuan antara keputusan, penjelasan, dan tindakan pemerintah,
sehingea legitimasi institusional memperoleh penguatan. Dengan demikian, gaya kepemimpinan
Teddy tidak hanya merepresentasikan karakter personal dalam memberi instruksi, tetapi juga
menunjukkan bagaimana pola komunikasi yang sistematis dapat berkontribusi terhadap
terciptanya iklim kerja kabinet yang lebih terkendali sekaligus memperkuat pengakuan publik atas
otoritas pemerintahan.

Implikasi dari gaya kepemimpinan dan pola instruksi Teddy Indra Wijaya juga dapat dibaca
melalui hubungan antara efektivitas birokrasi dan legitimasi pemerintahan. Pemerintah tidak
hanya dinilai dari hasil kebijakan, tetapi juga dari cara kebijakan itu dikomunikasikan, dijelaskan,
dan dipertahankan di ruang publik. Komunikasi mampu menghadirkan kesan terarah, stabil, dan
meyakinkan, legitimasi pemerintah cenderung menguat karena publik melihat adanya kesatuan
antara keputusan, penjelasan, dan tindakan (Natasy & Elvina, 2026). Dalam hal ini, gaya
kepemimpinan Teddy memberi kontribusi terhadap penguatan citra bahwa pemerintah bekerja
secara terkoordinasi dan memiliki kendali atas arah komunikasinya.

Dalam kerangka legitimasi sebagaimana dijelaskan (Surbakti, 1992), penerimaan
masyarakat terhadap kewenangan pemerintah merupakan unsur fundamental yang menentukan
sah tidaknya otoritas politik dalam menjalankan keputusan dan kebijakan. Berangkat dari
pengertian tersebut, implikasi gaya kepemimpinan dan pola instruksi Teddy Indra Wijaya dapat
dipahami sebagai bagian dari proses membangun pengakuan publik atas kewenangan yang
dijalankan secara tertib, terarah, dan bertanggung jawab. Pemberitaan media yang menampilkan
Teddy sebagai figur yang memperkuat komunikasi publik yang responsif, humanis, dan
terkoordinasi menunjukkan bahwa legitimasi tidak hanya bertumpu pada jabatan formal, tetapi
juga pada kemampuan menghadirkan keyakinan bahwa pemerintah bekerja secara efektif, selaras,
dan mampu mengendalikan arah kebijakan. Komunikasi yang terstruktur dalam lingkungan
Sekretariat Kabinet dapat dibaca sebagai mekanisme legitimasi, karena pola instruksi yang jelas
dan konsisten membantu menegaskan kesesuaian antara tindakan pemerintah, penjelasan yang
diberikan, dan harapan publik terhadap pemerintahan yang sah.

Secara keseluruhan gaya kepemimpinan dan pola instruksi Teddy Indra Wijaya membawa
implikasi yang cenderung positif terhadap kinerja dan iklim kerja kabinet. Komunikasi yang tegas
dan terstruktur berkontribusi terhadap kepastian arah, efisiensi koordinasi, dan disiplin organisasi
pada tingkat internal. Komunikasi yang responsif, sederhana, dan meyakinkan juga berperan
dalam membangun persepsi publik yang positif terhadap pemerintah pada tingkat eksternal.
Implikasi utama dari pola kepemimpinan ini dengan demikian terletak pada kemampuannya
menghubungkan efektivitas kerja birokrasi dengan pembentukan kepercayaan publik secara
bersamaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Gaya kepemimpinan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet memperlihatkan corak
komunikasi yang tegas, terstruktur, dan berorientasi pada kejelasan arah. Karakter tersebut
menunjukkan bahwa komunikasi politik yang dijalankan tidak hanya berfungsi sebagai media
penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menertibkan makna,
mengonsolidasikan koordinasi, dan menjaga stabilitas kerja birokrasi. Dalam posisi yang berada
dekat dengan pusat pengambilan keputusan, gaya ini menegaskan bahwa kepemimpinan Teddy
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dibangun atas dasar keteraturan, disiplin, dan konsistensi dalam menjalankan fungsi
pemerintahan.

Pendekatan komunikasi yang tegas dan terstruktur dapat dipahami sebagai konsekuensi
dari tuntutan jabatan Sekretaris Kabinet yang menuntut ketepatan, kecepatan, dan sinkronisasi
kebijakan. Dalam konteks birokrasi yang kompleks serta ruang publik yang dipenuhi arus
informasi cepat dan spekulatif, pola komunikasi semacam ini berfungsi untuk meminimalkan
ambiguitas, memperjelas arah tindak lanjut, dan menjaga agar pesan pemerintah tetap berada
dalam jalur yang dapat dipahami secara seragam. Dengan demikian, pendekatan tersebut lebih
tepat dimaknai sebagai bentuk rasionalitas kelembagaan daripada sekadar pilihan gaya personal.

Implikasi dari gaya kepemimpinan dan pola instruksi tersebut cenderung positif terhadap
kinerja dan iklim kerja kabinet. Komunikasi yang lugas dan terarah membantu menciptakan
kepastian tugas, memperkuat efisiensi koordinasi, dan menjaga disiplin organisasi di tingkat
internal. Pada tingkat eksternal, komunikasi yang responsif, sederhana, dan meyakinkan turut
membangun persepsi publik yang positif terhadap pemerintah dan memperkuat legitimasi
kelembagaan. Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi politik dalam jabatan Sekretaris
Kabinet memiliki peran penting tidak hanya dalam menjaga efektivitas birokrasi, tetapi juga dalam
membentuk kepercayaan publik terhadap pemerintah.
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